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Skripsi ini membahas tentang pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat ketika perkawinan berlangsung
pasca Putusan Mahkamah Konstitust Nomor 69/PUU-X111/2015 yang mengatur kembali perjanjian
perkawinan di Indonesia yang memberikan perluasan terhadap jangka waktu pembuatan perjanjian
perkawinan yang sebelumnyatidak dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan menjadi dapat dibuat
setelah perkawinan dilangsungkan. Namun, dalam prakteknya masih banyak pihak-pihak yang tidak
mengetahui mengenai peraturan baru tersebut yang menyebabkan dilakukannya tindakan hukum yang
berlebihan sehingga tujuan diputuskannya putusan tersebut tidak tercapai. Penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan tipologi deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya Putusan Mahkamah
Konstitusi dapat mempermudah pihak-pihak yang sebelumnya belum membuat perjanjian perkawinan
sebelum perkawinan berlangsung menjadi dapat dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut sehingga para
pihak mendapatkan kembali hak-haknya yang sebelumnya hilang karenatidak dibuatnya perjanjian
perkawinan tersebut. Oleh karenaitu sangat dibutuhkannya penyebaran informasi mengenai pembaruan
peraturan perjanjian perkawinan di Indonesia.

<hr><i>Thisthesis discusses the entering into a marriage agreement when marriage takes place after the
Constitutional Court Decree No. 69 PUU XI11 2015 which re regulates marriage agreements in Indonesia
providing extensions to the period to enter into a marriage agreement, in which before the issuing of this
Decree, a marriage agreement was not able to be entered into after marriage but currently a marriage
agreement is able to be entered into after marriage. However, in practice there are still many parties who are
not aware of the new regulation causing excessive legal action to be made resulting in the purpose of the
Decree to not be reached. This research is a qualitative research with descriptive typology. The result of this
research isthat the Constitutional Court Decree shall be able to facilitate the parties that have not entered
into a marriage agreement before marriage therefore the marriage agreement can be made in order for the
parties to obtain their previously lost rights as aresult for not entering into a marriage agreement
beforehand. Therefore, it is highly necessary to spread information regarding the renewal of the marriage
agreement regulation in Indonesia.</i>
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